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Pasal 8 butir 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa â€œPelaku
usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau
jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentuâ€•. Dimana pada Pasal 62 UUPK telah diatur
mengenai sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Pasal 8 butir 1 huruf (g). Pasal 97 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengatur tentang pentingnya bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar
pada produk makanan kemasan yang diproduksinya.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan cara penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh BPOM
dalam mencegah dan mengatasi peredaran makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.
Data dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur, buku dan tulisan-tulisan, serta
ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan skripsi ini, dan juga penelitian lapangan dilakukan guna
memperoleh data primer yaitu melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan ada 2 penanggulangan yang dilakukan BPOM dalam mencegah peredaran makanan kemasan yang
tidak mencantumkan tanggal kadarluwarsa. Pertama dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi akan bahaya dari
mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa kepada pelaku usaha, kedua dengan cara turun
langsung ke lapangan ke toko/kios di kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk  mensurvei makanan kemasan yang  tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa  yang masih diperjual-belikan. Sedangkan kendala yang dihadapi BPOM dalam mengatasi
peredaran makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang
aturan-aturan yang berlaku terkait dalam memproduksi, mengedar dan memperjual-belikan makanan yang diproduksinya, sehingga
sulit dalam menerima penyuluhan dan pembinaan yang diberikan oleh pihak BPOM.
Disarankan agar BPOM, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh
untuk terus melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai  penanggulangan makanan kemasan yang tidak mencantumkan
tanggal kadaluarsa, melakukan pengawasan supaya makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tidak beredar
di kalangan masyarakat juga diharapkan agar masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi peredaran makanan kemasan yang
tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang beredar di kalangan masyarakat.
